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Kehadiran Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (1)*
Meitha Tatik Soekotjo

*Topik ini merupakan penelitian lanjutan dari tesis penulis.

Abstrak

Komoditas pertanian Indonesia memiliki potensi yang besar dalam perdagangan
intenasional. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan perangkat peraturan
perundang-undangan yang dapat mendukung terwujudnya keberhasilan perdagangan
tersebut. Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang
Sistem Resi Gudang (UU 9/2006) dapat menjadi jawaban atas kebutuhan tersebut.
Sistem ini tidak hanya akan menitikberatkan pada mutu komoditas pertanian semata
sebagai komoditas perdagangan, tetapi lebih pada peningkatan kemampuan produsen
pertanian, khususnya para petani, yang berarti juga peningkatan kemampuan baik
secara ekonomi maupun sosial. Pensosialisasian undang-undang tersebut sangat
dibutuhkan agar masyarakat mengerti dan mendukung pelaksanaanya, sehingga
upaya untuk meningkatkan kemampuan bersaing komoditas pertanian Indonesia
dalam perdagangan internasional dapat terwujud.

Pendahuluan memiliki manfaat-manfaat' sebagai
berikut:

Besarnya kebutuhan akan peraturan yang

mampu mengakomodasi pekembangan a. Memobilisasi kedit ke sektor

ekonomi dan perdagangan yang semakin pertanian;

global telah mendorong keinginan para

pembuat undang-undang untuk b. Memperkecil fluktuasi harga;

merancang perundang-undangan yang c. Memperbaiki sistem pengamanan
berkenaan dengan kebutuhan tersebut. pangan;

Salah satu undang-undang yang

berusaha menjawab kebutuhan tersebut d. Memperkuat daya tawar-menawar
adalah UU 9/2006 yang menggunakan petani;

insrumen keuangan Resi Gudang. Sistem
ini diyakini akan dapat menjadi instrumen
yang mampu menggerakkan dan
meningkatkan kelancaran proses
produksi dan distribusi barang, khususnya
komoditas pertanian, dalam perdagangan

global atau bebas, karena system ini |
BAPPEBTI, Lapoan Konferensi Warehouse

. Receipts System (WRS) atau Tanda Penerimaan
' Pegawai Tetap Unpar Laboratorium Hukum Gudang (TPG), 9-11 Juli 2001 di Amsterdam,
Unoar http://www.bappebti .go.id/press/laporan003.asp,
P tanggal akses: 7 April 2003

e. Meningkatkan kesadaran tentang
pentingnya mutu komoditi yang
baik bagi para pihak yang terkait
dengan usaha komoditas
pertanian;
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f. Mendorong perbaikan mutu dan
transparansi bagi industri
pergudangan; dan

Membantu menciptakan pasar-
pasar komoditas atas dasar
persaingan, informasi pasar dan
perdagangan inernasional.

Sistem Resi Gudang dapat mem
berikan manfaat-manfaat tersebut,
karena Resi Gudang sebagai
instrumen® keuangannya memiliki
fungsi-fungsi’ sebagai berikut:

a. Suatu tanda bukti penyimpanan
barang yang dapat digunakan
sebagai agunan karena tanda bukti
tersebut dijamin dengan adanya
persediaan komoditi tertentu
dalam pengawasan suatu gudang;

Merupakan insrumen keuangan
yang dapat diperjualbelikan,
dipertukarkan (swapped),
digunakan sebagai agunan untuk
memperoleh kredit,
diterima sebagai alat pembayaran
dalam perdagangan derivatif’
seperti penyerahan produk di
pasar berjangka.

? John Downes, Dictionary of Finance and Investment
Terms, terjemahan Soesanto Budhidarmo, Kamus
Istilah Keuangan dan Investasi, Edisi Ketiga, Cet.
Ketiga, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 1999,
Him. 258.

Instrument (Instrumen) dokumen legal di mana
beberapa hubungan kontraktual dinyatakan secara
resmi atau beberapa hak diberikan sebagai contoh,
wesel, kontrak, perjanjian.

BAPPEBTI, Cet. Pertama, Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi, Deperindag RI,
Jakarta, 1999, HIm. 2.

Warehouse Receipts: Instrumen untuk mengatasi
resiko dan mempermudah akses pembiayaan bagi
dunia usaha.

Supranoe 2, Him. 137.

Dernivative Instrument (instrumen turunan) instrumen
keuangan dengan nilai yang didasarkan pada
sekuritas lain. Sebagai contoh, suatu opsi adalah
instrumen turunan karena nilainya diturunkan dari

dan dapat.
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Sistem Resi Gudang

Sistem Resi Gudang atau Warehouse
Receipts System telah dikenal dalam
perdagangan inernasional sebagai satu
sistem yang selain memiliki fungsi
memudahkan pembiayaan juga memiliki
fungsi-fungsi lain yang dapat mendukung
perdagangan. Sistem tersebut adalah
suatu sistem pergudangan dengan
pengertian dan manfaat yang luas dan
menawarkan banyak manfaat bagi
banyak pihak, mulai dari petani hingga
industri prosesor.’ Bila sistem ini
berjalan dengan baik, para petani akan
sangat tertolong,karena mereka bisa
memperoleh jaminan untuk kedit,
menjaga harga komoditi yang
dihasilkan agar tetap stabil dan
perusahaan prosesor bisa memetik
manfaat baik untuk kepentingan
hedging’ maupun memperoleh bahan
baku dengan kualitas prima.

Saat ini Indonesia sudah memiliki
undang-undang yang mengatur tentang
sistem tersebut, namun pada kenyataan-
nya, sistem tersebut masih dirasa asing.
Di beberapa negara, terutama Amerika
dan Philipina, keberadaan sistem ini
benar-benar sudah menjadi instrumen
yang tidak bisa dilepaskan dari industri
perdagangan komoditi termasuk
perdagangan berjangka. Philipina sudah
memiliki peraturan tentang Sistem Resi

saham, indeks saham, atau futures yang
menjaminnya.

BAPPEBTI, Saatnya Menerapkan Sistem WRS,
BAPPEBTI, Buletin Kontrak Berjangka, Edisi 19
Tahun I, Oktober 2002, HIm. 1.

Supranote 2, Him. 235.

Hedge/Hedging (cegah risiko): strategi yang
digunakan untuk mengimbangi risiko investasi.
Cegah risiko yang sempurna adalah meniadakan
kemungkinan perolehan atau kerugian di kemudian
hari.
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Gudang sejak tahun 1978 dengan nama
Warehouse Receipts Act.”

Amerika adalah salah satu negara maju
yang sudah mempunyai peraturan
tentang sistem ini dalam Uniform
Commercial Code (UCC)  Article 7
Warehouse Receipts, Bill of Lading and
Other Documents of Title, dan negara-
negara lain yang sudah menggunakan
sistem ini dan cukup berhasil, antara lain
Rumania, Hungaria, Afrika Selattan,
Zambia, Ghana, Rusia, Slovakia,
Bulgaria, Czech Republik, Poland
Kazakztan, Morocco®, Turki dan Meksiko.’

Menurut sejarahnya, Resi Gudang untuk
gandum telah ada sejak tahun 2400
sebelum masehi di Mesopotamia dan
digunakan sampai sekarang."

Dalam perdagangan internasional,
khususnya perdagangan komoditas
perkebunan dan pertanian, pembiayaan
dengan jaminan Resi Gudang atau yang
dikenal dengan istilah Financing Against
Warehouse Receipts (FAWR) sudah lazim
dipergunakan.” FAWR dapat membantu
eksportir dan importir membiayai
kebutuhan modal kerja untuk
menjalankan usahanya.

" Warehouse Receipt Act Philipina (Rep. Act No.
2137)

¢ Christian Joerg, Head of Collateral Management
Services at SGS in Geneva, Secuing the Frontier
Supplies, www. tradefinancemagazine.com, April
2002, Him.8.

® Supanote 1.

" Nick Bud, Partner, Head of Commodity Trade
Finance Group, The Legal and Regulatory
Framework fo Waehouse Receipts in Commodity
Distributio, Cedit and Hedging, White & Case, Paris,
Conference, Amsterdam 9" and 10" July 2001,
Him.2.

" Siswanto Sutojo, Membiayai Perdagangan Ekspor
Impor, Seri Manajemen No. 3, Cet. Pertama, PT.
Damarr Mulia Pustaka, Jakarta, 2001, Him. 117.

Agar dapat terlibat FAWR, langkah awal
yang harus dilakukan eksportir atau
importir adalah menyimpan barang
komoditas di gudang yang dapat
mengeluarkan Resi Gudang, kemudian
sambil menunggu pesanan atau
terkumpulnya barang yang dipesan,
ekspotir dapat menggunakan Resi
Gudang sebagai jaminan untuk
mendapatkan pinjaman jangka pendek
dari bank.” Sedangkan importir sebagai
penerima barang belum tentu dapat
langsung  menjual barangnya ke pasar,
karena itu barang harus disimpan di
gudang dahulu sebelum dijual atau
menunggu pesanan dari pelanggan
mereka. . Selama masa menunggu,
importir dapat menggunakan Resi
Gudang untuk mendapatkan pinjaman
yang berguna bagi modal kerja.

Melihat perkembangan pada saat ini di
beberapa negara, Christian Joerg, Head
of Collaeral Management Services SGS,
Geneva, percaya, bahwa di masa yang
akan dating Resi Gudang akan dapat
terus menjadi dokumen bank dan
perdagangan yang penting.”

Undang-undang Sistem Resi Gudang

Perkembangan dunia usaha dan
perdagangan saat ini yang sangat pesat
dan terbuka semakin terasa, terutama
setelah Indonesia menyatakan
persetujuannya untuk bergabung dengan
World Trade Organization (WTO) dan
meratifikasi persetujuan tersebut pada
tahun 1994. Perkembangan hubungan
ekonomi internasional tersebut,
membutuhkan pembaharuan hukum atau

% 1d., Him. 118
" Supranote 8, Him. 6-8
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penciptaan hukum Indonesia yang baru
yang dapat mengakomodasikan
kebutuhan-kebutuhan yang lahir dari
keadaan baru tersebut.

Dari pembahasan sebelum ini, dapat
diketahui bahwa Sistem Resi Gudang
merupakan perangkat vital yang
mempunyai peran strategis dalam upaya
pengembangan dunia usaha, khususnya
usaha yang berbasis sektor pertanian dan
perdagangan hasil produksi pertanian.
Sistem ini dapat berperan sebagai
instrumen yang memudahkan petani
dan pengusaha industi hasil pertanian
untuk menentukan strategi pema-
saran, meningkatkan daya saing,
mengurangi resiko kerugian dan
mempermudah memperoleh sumber
pembiayaan. Sistem ini dipercaya
lembaga perbankan. Sehingga, apabila
Indonesia menjalankan sistem ini,
kepercayaan lembaga keuangan tersebut
akan mendorong mobilisasi dana yang
sangat diperlukan bagi kegiatan
perekonomian Indonesia, khususnya
sektor pertanian.

[

Manfaat-manfaat tersebut kiranya telah
menjadi ilham penyusunan draft
Rancangan Undang-undang Sistem Resi
Gudang, yang saat ini telah menjadi
undang-undang. Untuk mendapatkan
manfaat tersebut, Sistem Resi Gudang
menggunakan Resi Gudang sebagai alat
atau instrumennya.

UU 9/2006 mengatur, Resi Gudang hanya
dapat diterbitkan oleh Pengusaha
Gudang yang telah memperoleh
persetujuan dari Pengawas dan
mempunyai sifat dapat dialihkan,
dijadikan jaminan utang atau sebagai
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instrumen penyerahan barang dalam
perdagangan berjangka."

Resi Gudang terdiri dari dua jenis, yaitu:

% Resi Gudang Atas Nama, Resi
Gudang yang mencantumkan
nama pihak yang berhak

menerima penyerahan barang.

Resi Gudang Atas Perintah, Resi
Gudang yang mencantumkan
perintah yang berhak menerima
penyerahan barang.

Resi atas Perintah dapat dialih-
kan,sehingga dapat diagunkan, diperjual-
belikan, dipertukarkan dan dapat
digunakan sebagai alat pembayaran
dalam perdagangan derivatif seperti
penyerahan produk di pasar berjangka.
Pengalihan dilakukan dengan
penyerahan Resi disertai endosemen
atau pembuatan akta autentik.’®
Sedangkan bila diagunkan, pembebanan
hak jaminan terhadap barang-barang
dalam Resi akan berbeda dengan hak

" Pasal 1 ayat (3), pasal 2 ayat (1) dan pasal 4 UU
9/2006.
14Pasal 1 ayat (3):
Derivatif Resi Gudang adalah turunan Resi Gudang
yang dapat berupa kontrak berjangka Resi Gudang.
Opsi atas Resi Gudang, indeks atas Resi Gudang,
surat berharga diskonto Resi Gudang, unit Resi
Gudang, atau derivatif lainnya dari Resi Gudang
sebagai instrumen keuangan.
Pasal 2 ayat (1):
Resi Gudang hanya diterbitkan oleh Pengelola
Gudang yang telah memperoleh persetujuan Badan
Pengawas.
Pasal 4:
(1)  Resi Gudang dapat dialihkan,
dijadikan jaminan utang, atau digunakan
sebagai dokumen penyerahan barang.
Resi Gudang sebagai dokumen kepemilikan
dapat dijadikan jaminan utang sepenuhnya
tanpa dipersyaratkan adanya agunan lainnya.
Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU 9/2006.
Pasal 8:
(1)  Pengalihan Resi Gudang Atas Nama
dilakukan dengan akta autentik.
(2) Pengalihan Resi Gudang Atas Perrintah
dilakukan dengan endosemen yangdisertai
penyerahan Resi Gudang.

)
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jaminan yang sudah dikenal, seperti hak
penjaminan dalam fidusia, gadai dan
tanggungan.

Penutup

Demikian ulasan pengantar tentang
Sistem Resi Gudang dan resi Gudang
sebagai insrumen keuangan. Melihat sifat
dan fungsi dari sistem dan resi, maka
masih akan banyak pembahasan yang
dibutuhkan, yang antara lain akan
berkaitan dengan Hukum Surat Berharga
danHukum Jaminan Indonesia.

Dalam pembahasan selanjutnya, Resi
Gudang tidak hanya akan dibahas
sebagai surat berharga, tetapi juga
sebagai suatu sistem yang melibatkan
banyak unsur dan fungsi, serta perannya
dalam perdagangan internasional dan
peningkatan kemampuan kehidupan
sosial ekonomis para petani.

Pembahasan tersebut akan disertai data-
data pembanding dari beberapa negara
yang sudah memiliki peraturan Resi
Gudang dan menjadikannya sebagai

instrumen keuangan dalam

perikonomiannya, yang memberi
pengaruh positif bagi perkembangan
sektor pertaniannya dan peningkatan
taraf hidup masyarakat petaninya.
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